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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

 Pembentukan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro   

Kabupaten  Natuna  ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Natuna, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati Natuna 

Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Natuna. Kemudian terjadi Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019,  

tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten 

Natuna, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha  Mikro Kabupaten Natuna   

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Uraian tugas tersebut adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan 

tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

2. Merumuskan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro; 

3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

perndustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro; 

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, 

tata usaha, aset/barang persediaan dan program kerja dinas; 

5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, penerbitan usaha simpan pinjam,pengawasan dan pemeriksaan 

koperasi,penilaian KSP/USP,pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Koperasi 

dan Usaha Mikro; 

6. Mengkoordinasikan rencana kerja perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha 

Mikro dengan instansi teknis terkait; 

7. Mengkoordinasikan promosi peluang perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha 

Mikro; 

8. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perindustrian, 

perdagangan, koperasi dan usaha mikro dengan instansi teknis terkait; 
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9. Mengkoordinasikan,pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan; 

10. Menetapkan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang 

persediaan di lingkup dinas; 

11. Menetapkan fasilitasi pendaftaran dan perizinan perindustrian, perdagangan, koperasi 

dan  Usaha Mikro; 

12. Menetapkan penerapan standar, peningkatan mutu ,perlindungan Hak  atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) dan sertifikasi barang dan jasa; 

13. Menetapkan pembinaan dan pengawasan UPT 

14. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup dinas; 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

Kedudukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Natuna merupakan Dinas sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 

seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten 

Natuna. 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha  Mikro, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan 

peindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Kepulauan Riau. 

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Mikro merupakan penjabaran Renstra Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD 

Kabupaten Natuna. Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha 

Mikro  memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan 

oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam satu tahun 

anggaran sekaligus   menjawab   pertanyaan  apa   yang  menjadi   tujuan,   sasaran   

peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian 

program dan kegiatan  pelayanan  Perangkat  Daerah sesuai  tugas pokok   dan 

fungsinya.   
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Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, 

dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja,  Forum SKPD,   dan Penetapan 

Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna. 

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 
 

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan Usaha Mikro mencakup : 

1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tentang pembentukan tim 

penyusun Renja;  

2) Orientasi mengenai Renja; 

3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan 

4) Penyiapan data dan informasi perencanaan OPD. 

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Aktivitas dalam 

penyusunan Rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan Usaha Mikro, meliputi : 

1) Perumusan Rancangan Renja, dan 

2) Penyajian Rancangan Renja. 

Perumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Mikro, mencakup : 

a) Pengolahan data dan informasi; 

b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan 

Renstra; 

c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi; 

d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja; 

e) Perumusan tujuan dan sasaran; 

f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat; 

g) Perumusan kegiatan prioritas; 

h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja; 

i) Penyempurnaan rancangan Renja; 

j)  Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan 

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan 

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan 

arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. 
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3.   Forum Perangkat Daerah 

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna 

berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. 

Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Dinas Perindustrian 

Perdagangan KOperasi dan Usaha Masyarakat dibahas, sehingga diperoleh 

masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. 

4.   Penetapan Renja SKPD 

Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Mikro yang telah disempurnakan dan sesuai dengan 

RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 

memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro, dengan Renja 

Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan  Awal   

RKPD,  dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021-2026. Renja Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro selanjutnya menjadi bahan dalam 

penyusunan RKA dan DPA. 

 

1.2.  LANDASAN HUKUM 
 

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai 

berikut: 

1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2.   Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2007 tentang Rencana  Pembangunan  

Jangka Panjang  Nasional  Tahun 2005-2025 (Lembaran  Negara Republik  

Indonesia  Tahun 2007  Nomor  33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4700); 
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3.  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014   Nomor  244,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015   

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor  5679); 

4.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 

 
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8.   Peraturan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun  2017    tentang  

Tata  Cara Perencanaan,   Pengendalian   dan  Evaluasi   Pembangunan   

Daerah,  Tata  Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  dan  Rencana   

Pembangunan   Jangka  Menengah  Daerah,  dan Rencana Kerja  

Pemerintah  Daerah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2017  

Nomor  1312); 

 
9.  Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011   tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang   Daerah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016    tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna 

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 

7); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor  6 Tahun 2016  tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2016  Nomor 6); 

 
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis 

(Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61); 

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor  30); 

 

1.3.  MAKSUD DAN TUJUAN   
 

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut: 

1. Maksud 

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran 

dan program kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha 

Mikro ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang 

pelaksanaan pembangunan daerah. 

 

 

2.  Tujuan 

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 

a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan   Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro ke dalam 

program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan 

mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro. 
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b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan 

sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024. 

 

 

1.4.  SISTEMATIKA TULISAN 

Sistematika      penulisan      Renja      Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan Usaha Mikro berikut: 

Bab I   Pendahuluan,    berisi    tentang   latar    belakang,    landasan    hukum,   

maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan 

Bab II     Evaluasi    Pelaksanaan    Renja    Perangkat Daerah    Tahun   Lalu,    

berisi tentang Evaluasi   Pelaksanaan   Renja   Perangkat   Daerah  

Tahun  Lalu   dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja 

Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-  isu  Penting   Penyelenggaraan  

Tugas  dan  Fungsi  perangkat daerah; Review terhadap  Rancangan  

Awal  RKPD;   dan  Penelaahan  Usulan Program dan Kegiatan 

Masyarakat 

Bab III    Tujuan,  Sasaran, Program dan Kegiatan  Tahun 2024; berisi  tentang 

Telaahan terhadap Kebijakan  Nasional;  Tujuan  dan sasaran  Renja  

Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan tahun 2024 

Bab IV   Penutup,    berisi     tentang   kaidah     pelaksanaan     Rencana   

Kerja     Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 

Tahun 2024
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN 

PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO  

KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU 

 

 
2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra 
Perangkat Daerah 

 

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 

menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Natuna berjalan dengan baik. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung dan Belanja 

Tidak Langsung sebesar Rp. 31.582.582.292.00,- dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 30.285.603.838,61,- atau  sebesar  95,89%. 

 
Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 

2023 dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Natuna. 

1.  Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja  

hasil/keluaran  yang direncanakan meliputi: 

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 

     1.  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

          - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan  Ikhtisar  

Realisasi Kinerja SKPD 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
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4. Pengadaan  Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

- Pengadaan Mebel 

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      

 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

 

b. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan 

Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 

         - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta   

Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

c. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 

    1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang 

Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

  - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  

e. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO (UMKM) 

    1. Pemnberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, 

Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 

Pemangku Kepentingan  

- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 

- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 

9 
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f. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 

    1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi 

Usaha Kecil  

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi 

dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 

 

g. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

    1. Penerbitan Tanda Daftar Gudang  

- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 

 

h. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 

    1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 

 

i. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 

BARANG PENTING 

    1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat 

Daerah Kabupaten/ Kota 

- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 

Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 

2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 

Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 

3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  

- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 

 

j. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 

    1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang 

bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota  

- Pameran Dagang Nasional 
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k. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 

    1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 

Negeri  

- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 

 

l. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

    1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  

- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang 

 

m. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 

    1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota  

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 

Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran 

Serta Masyarakat 

 

n. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 

    1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin 

Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 

Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional 

(SIINAS)  

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam 

Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis 

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)  

 

o. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 

    1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 

dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota  

- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan 

Kawasan Industri Lingkup Kabupatan/Kota dalam Penyampaian Data ke  

SIINAS 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
 

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

Usahas Mikro Kabupaten Natuna pada tahun 2022 secara keseluruhan relatif 

baik.  Hal  ini terlihat  dari sebanyak 14  indikator  program, 21 Indikator Kegiatan 
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dan 35 Indikator Sub Kegiatan yang ditargetkan  dalam  Renja  tahun 2023, 

semuanya  telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pencapaian target kinerja pada urusan perencanaan pembangunan dan 

urusan Penelitian dan Pengembangan tergolong baik. 

 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

 
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian 

hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap 

pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-

isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. 

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat 

daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan,  hambatan atas  

pelaksanaan program dan  kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja  perangkat  

daerah  tahun  sebelumnya,  serta  capaian kinerja renstra perangkat daerah. 

 

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu  dipertimbangkan  

yaitu sebagai berikut: 

a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha  Mikro adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM belum terpadu dan optimal; 

2. Program dan kegiatan belum sinkron dan terintegrasi disebabkan oleh proses 

perencanaan yang kurang matang dan kurangnya komitmen serta konsisten pada 

RPJMD dan Renstra sehingga kurang terarah dan terencana; 

3. Kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan; 

4. Kemampuan SDM aparatur masih relatif rendah; 

5. Pemahaman dan tanggungjawab terhadap job description masih kurang; 

 6. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi dan UMKM. 

b. Tantangan dalam meningkatkan pelayananan Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro adalah sebagai berikut meliputi: 
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1) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro memilki 

tantangan untuk memecahkan isu-isu strategis di Kabupaten Natuna, 

meliputi : 

a.  Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat secara 

pesat; 

b. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang berubah-ubah; 

c.  Letak geografis yang sulit dijangkau; 

d.  Tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat masih rendah; 

e.  Kualitas jiwa kewirausahaan masih relatif rendah; 

f.   Minat untuk berkoperasi masih rendah; 

g.  Masih lemahnya daya saing dan pemasaraan produk daerah; 

h.  Masih rendahnya tingkat pengembalian dana bergulir; 

i.  Rendahnya kepercayaan masyarakat umumnya dan anggota Koperasi 

 khususnya terhadap kepengurusan Koperasi yang ada terutama KUD. 

j.  Belum semua Koperasi yang melaksanakan RAT sebagaimana yang di atur 

dalam anggaran dasar; 

k.  Banyaknya Koperasi yang tidak aktif; 

l.  Banyaknya usaha mikro yang berpindah-pindah sehingga sulit dilakukan 

monitoring dan pembinaan. 

2)   Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan 

penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk   

terus memperbaiki  proses  dan meningkatkan  kualitas  perencanaan dan  

penganggaran,  serta  mendorong perangkat  daerah untuk mencapai target-

target kinerja yang telah ditetapkan. 

3) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan  nasional   yang berubah-

ubah menuntut adanya  penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam 

perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan. 

4) Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia  yang terus  berubah menuntut 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro  untuk 

menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Natuna yang komprehensif dan 

mampu mengantisipasi  perkembangan  dinamika  di  tingkat  nasional  dan 

global. 
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c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan 

Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen 

perencanaan yang baik. 

2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik   dalam 

perencanaan. 

3) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas 

aparatur perencana.  

4) Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan 

mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan 

selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional. 

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Kabupaten Natuna 

sebagai berikut: 

a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan perangkat daerah dalam 

rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah. 

b. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk 

mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana 

tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna. 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2023, secara umum telah 

sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program dan kegiatan 

dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan 

kebutuhan.  

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari 

kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan   pemangku kepentingan, terhadap 

prioritas dan sasaran pelayanan  serta kebutuhan pembangunan tahun yang 

direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

3.1  Telaahan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Mikro   

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna tidak terlepas dari pelaksanaan 

program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 

yakni:  

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 

Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 

C. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang 

Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 

MIKRO (UMKM) 

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan 

Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku 

Kepentingan 

E. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha 

Kecil 
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F.  PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

1. Penerbitan Tanda Daftar Gudang 

G.  PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 

H.  PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 

PENTING 

1. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

2. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat 

Daerah Kabupaten/ Kota 

3. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 

Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 

I. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi 

Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

J. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 

K. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 

Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 

L. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 

Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota 

M. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha 

Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 

Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 

N. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 

Kewenangan Kabupaten/Kota 

 

3.2 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai  

visi,  melaksanakan  misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang 

dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir  yang  akan  dicapai  
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atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan 

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih 

mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas 

program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui 

perumusan  tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai   ke depan 

atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta 

kegiatan. Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah 

strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. 

 

Sasaran  adalah  hasil  yang diharapkan  dari  suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu)  sampai dengan 

5 (lima) tahun. Dengan demikian   Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, 

yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah 

tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. 

 

Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro merupakan 

gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu 

maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai  tujuan yang telah 

dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau 

penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran. Penetapan indikator 

kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim 

pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, 

program dan kebijakan.  Penetapanan indikator kinerja  harus  didasarkan  pada perkiraan  

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 

 

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut 

masukan  (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak 

(impacts). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, 

karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang  yang 

digunakan dalam proses untuk menghasilkan  output. Sedangkan keluaran  adalah suatu 
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wujud  atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk  

dimanfaatkan. 

 

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan 

selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan 

langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output 

tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan 

dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output 

yang berkaitan dengan tujuan  jangka panjang atau tujuan akhir. 

 

Penetapan Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Natuna untuk periode  Renstra  2021-2026, beserta indikator capaiannya 

diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat 

spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. 

Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Natuna adalah : 

1. Meningkatkan pertumbuhan industri skala kecil dan menengah,  

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, 

3. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel, 

4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, 

5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah 

daerah. 

 

Tabel Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Natuna yang  akan  dicapai  pada  tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 

TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN 
Kondisi Awal 

(2021) 
Target 
2024 

Kondisi Akhir 
(2026) 

Meningkatkan pertumbuhan 
industri skala kecil dan 
menengah 

Persentase kenaikan 
industri 
kecil menengah 

4,36 4,51 4,86 

Meningkatkan Pertumbuhan 
Ekonomi Sektor Perdagangan 

Nilai Ekspor 

1.092.030 1.151.030 1.191.030 
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Meningkatkan Kinerja 
Pemerintah Daerah yang Bersih 
dan Akuntabel 

Nilai Sakip 

76,68 78,00 80,00 

Terwujudnya Pelayanan Publik 
yang Prima 

Indeks pelayanan 
publik 

3,44 4,5 4,5 

Meningkatkan Kualitas 
Pengelolaan Informasi dan 
komunikasi publik pemerintah 
daerah 

Persentase informasi 
publik 
yang disebarluaskan 

0,00 69,00 71,00 

 

 Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna adalah :  

1. Meningkatnya masyarakat industri yang mandiri, 

2. Meningkatnya masyarakat niaga yang mandiri, 

3. Meningkatnya wirausaha mikro yang mandiri, 

4. Meningkatnya pemasaran produk daerah berbasis sistem informasi, 

5. Meningkatnya capaian kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan  

Usaha Mikro, 

6. Meningkatnya kepuasan masyarakat. 

 

Tabel Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Natuna   yang  akan  dicapai  pada  tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

SASARAN INDIKATOR SASARAN 
Kondisi 

Awal 
(2021) 

Target 
2024 

Kondisi 
Akhir 

(2026) 

Meningkatnya 
masyarakat industri 
yang mandiri 

Persentase pertambahan 
industri rumah tangga dan 
olahan 

22,97 42,28 54,67 

Meningkatnya 
masyarakat niaga yang 
mandiri 

Persentase pengembangan dan 
pengelolaan sarana distribusi 
perdagangan yang 
dimanfaatkan 

13,04 20,83 25,00 

Meningkatnya 
wirausaha mikro yang 
mandiri 

Persentase kenaikan UMKM 6,67 14,29 17,50 

Persentase pertumbuhan 
wirausaha baru yang berskala 
mikro 

33.95 49,92 60.09 

Meningkatnya 
pemasaran produk 
daerah berbasis sistem 
informasi 

Persentase produk yang 
dipasrkan melalui pasar digital 

23,81 30,95 35,71 
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Meningkatnya capaian 
kinerja Dinas 
Perindustrian 
Perdagangan Koperasi 
dan  Usaha Mikro 

Nilai Lakip 76,68 78,00 80,00 

Meningkatnya 
kepuasan masyarakat 

Indeks kepuasan masayarakat 3,46 3,48 3,50 

 

3.3 Program dan Kegiatan 

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan 

kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna 

pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut: 

a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang 

mengarah pada pencapaian visi dan misi  Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD 

Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 

b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan 

pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026. 

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan 

oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro  Kabupaten Natuna  

tahun 2024  tertuang dalam Tabel berikut ini  

(Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 

Tahun 2024  dan Prakiraan Maju Tahun 2025). 
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BAB IV PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Natuna Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 

tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada 

akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 

daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat  guna 

mendukung  pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026. 

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah 

pelaksanaan kegiatan yaitu : 

1. Seluruh pajabat struktural di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha 

Mikro agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sehingga dapat 

teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku; 

3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan  dengan baik, 

maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024. 

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas 

kegiatannya adalah : 

1. Seluruh unsur di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro 

melaksanakan  program dan kegiatan  Renja  tahun  2024 sebaik-baiknya  sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

 

2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan Renja tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan  program  dan kegiatan 

berjalan dengan baik. 

 

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan 

KOperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna  Tahun  2024 ini,  mendorong  peningkatan 

kualitas  kinerja  dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan 

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, diharapkan Rencana 

Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan Dinas Perindustrian 
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Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuta yang telah ditetapkan dan 

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.  

 

 

Ranai, 15 Desember 2023 
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN 

KOPERASI DAN USAHA  MIKRO 
KABUPATEN NATUNA 

 
 
 
 
 

MARWAN SJAH PUTRA, S.TP 
Pembina Tk. I 

NIP. 19700901 200212 1 007 
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